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ABSTRAK :  bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media 
sosial di lingkungan KPU Kab. Purworejo, perlu dibentuk dan ditetapkan 
akun media sosial resmi KPU Kab. Purworejo; 

 
  bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan JDIH di 

lingkungan KPU Kab. Purworejo, perlu dibentuk dan ditetapkan akun 
media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Purworejo. 

                                                           

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini 

adalah : 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan                               
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547); UU 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 
PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah bebarapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 



2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan 
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021 tentang Badan 
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang 
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6/HM.02-
Kpt/3306/Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan 
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 
8/HM.02-Kpt/3306/Kab/IX/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6/HM.02-Kpt/3306/Kab/IV/2021 
tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Purworejo; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Purworejo Nomor 9/HK.04/3306/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan 
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Purworejo Nomor 10/HK.04/3306/2021 tentang Prosedur Standar 
Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. 
 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 

11/PP.07/3306/2021 diatur tentang : 

1. Menetapkan akun media sosial resmi KPU Kab. Purworejo, 2. Akun media 
tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 3. Akun media sosial digunakan 
sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas fungsi 
KPU Kab. Purworejo, 4. Menetapkan akun media sosial resmi JDIH KPU Kab. 
Purworejo, 5. Akun tersebut dikelola oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya 
Manusia, 6. Akun media sosial digunakan sebagai media publikasi dan 
sosialisasi produk hukum dan kegiatan Subbagian Hukum dan Sumber Daya 
Manusia. 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
tanggal 8 November 2021. 


